PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI DESA/

Menimbang

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 11/PP.05.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2019

TENTANG

KELURAHAN SE-KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB III

Mengingat

huruf A angka 8 poin (b) Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor:
302/PP.02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk
Badan Penyelenggara Add Hoc di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pembayaran
Honorarium  Sekretaris dan  Staf Sekretariat
Pemungutan Suara (PPS) di Desa/ Kelurahan Se-
Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun
2019;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang
Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5174);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat
Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan
Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban
APBN atau APBD;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 511);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1727);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal.
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
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Menetapkan

KESATU

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja  Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1516);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 302/PP.02/KPU/IV/2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum
2019 untuk Badan Penyelenggara Add Hoc di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN
PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
DESA/ KELURAHAN SE- KABUPATEN SINJAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Menetapkan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/
Kelurahan se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019, sebagai berikut:

HONORARIUM

NO JABATAN / BULAN KET
HONORARIUM

1. | SEKRETARIS PPS Rp 800.000,- | DIBAYARKAN
PERBULAN

2. | STAF SEKRETARIAT PPS | Rp 750.000,- | SELAMA ENAM
BULAN
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KEDUA :  Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
(PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019
di tingkat Desa/ Kelurahan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung

sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM M. HARIS
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum
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